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Artinya :”Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) 
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.” 
 
(QS. Al-Jaatsiyah:18) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
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ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
  
ix 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 ( ِـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
  
xi 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
2. لّصن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌ 
  
xiii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وله للها نإوينقشاسنايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Amanda Rahmaningtiyas, NIM. 15211014 : “PANDANGAN MAQÃSID ASY-
SYARÎ’AH TERHAPAD PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) 
DAN KENDALA PROSES PERIZINANNYA (Studi Kasus UMKM Di 
Kabupaten Sragen)” 
 
 Penelitian ini akan membahas permasalahan yang dihapadapi para pelaku 
usaha UMKM di Kabupaten Sragen mengenai perizinan Pangan Industri Rumah 
Tangga (P-IRT) ditinjau dari Maqãsid Asy-Syarî’ah. Seperti apa pandangan dan 
masalah yang dihadapi Para Pelaku Usaha mengenai perizinan tesebut. Penelitian 
ini dilakukan di UMKM Kabupaten Sragen yang belum memiliki izin P-IRT.  
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan cara 
wawancara langsung, observasi non-partisipan dari sejumlah responden yang 
sudah ditetapkan oleh peneliti dan data sekunder dengan membaca buku, jurnal 
dan mengutip. Sedangkan untuk menganalisi data menggunakan teknik analisis 
data dari miles dan Huberman yaitu penyajian data. Bentuk peenyajian data 
berupa teks naratif. 
 Dari hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Sragen berupa tidak 
banyaknya waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan permohonan 
izin, banyaknya biaya yang akan dikeluarkan dalam proses perizinan serta 
kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perizinan. Serta menganalisis 
perizinan dalam tinjauan Maqãsid Asy-Syarî’ah bahwa suatu perizinan 
memanglah penting untuk tetap menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
 
Kata Kunci : Perizinan, UMKM, P-IRT, Maqãsid Asy-Syarî’ah 
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ABSTRACT 
 
Amanda Rahmanigtiyas, NIM. 152111014 : “MAQÃSID ASY-
SHARÎ’AH VIEWES ON HOME INDUSTRY FOOD LICENSING AND 
CONSTRAINTS ON THE LICENSING PROCESS (Case Study on UMKM in 
Sragen Regency)” 
This study will discuss the problems faced by UMKM entrepreneurs in 
Sragen Regency regarding licensing of Home Industry Food (P-IRT) in terms of 
Maqãsid Asy-Syarî'ah. What are the views and problems faced by Business Actors 
regarding the licensing. This research was conducted at the UMKM Sragen 
Regency which did not yet have a P-IRT. 
The kind of research  with qualitative approach for the primary data, it 
gains from a interview and non-participant observation concerned by the 
research toward several respondents and secondary data with reading a book, 
journal, and quoting. Where as to analyze the data using the method of data 
analysis techniques from Miles and Huberman, namely the presentation of data. 
The form of data presentation is in the form of narrative text. 
From the results of research and analysis shows that there are several 
problems faced by business actors in Sragen Regency in the form of not much time 
owned by business actors to apply for licenses, many of the costs that will be 
incurred in the licensing process and the lack of business actors' knowledge about 
licensing. As well as analyzing permits in the Maqãsid Ash-Syarî'ah review that a 
permit is indeed important to maintain religion, soul, reason, descent, and 
property. 
 
Keyword : Licensing, UMKM, P-IRT, Maqãsid Asy-Syarî’ah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus menerus 
berlangsung ternyata amatlah penting untuk ditingkatkan, apalagi dalam era 
globalisasi dan industrialisasi. Demikian pula dengan dunia usaha dan dunia 
bisnis, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa 
dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan dua sisi 
mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa 
adanya izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha. 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan 
usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan 
pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat 
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat, mendorong pertumbuhan eknomi, dan berperan dalam 
mewujudkan stabilitas nasional.
1
 
 
Bisnis UMKM dibidang olahan makanan dan minuman yang 
sekarang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. 
Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, 
bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang 
membutuhkan makanan. 
Menurut Perka BPOM (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan) Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan 
                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
2 
 
 
 
yang dimaksud dengan pangan produksi adalah pangan olahan hasil produksi 
Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan 
berlabel.
2
 Sesuai dengan pengertian ini, untuk pangan memang dikhususkan 
untuk hasil produksi eceran dalam kemasan yang sesuai untuk produksinya, 
selain yang secara tegas ditentukan lain atau dilarang untuk diproduksi 
berdasarkan kategori pangan.  
Menurut pasal 1 ayat 13 Perka BPOM Hk.03/2012, untuk PIRT 
dalam ketentuannya harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga (SP-PIRT).
3
 Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang 
diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan Produksi IRTP (Industri 
Rumah Tangga Pangan) diwilayah kerjanya yang telah memnuhi persyaratan 
permberian SP-PIRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. 
Berdasarkan Badan Statistik Kabupaten Sragen, pada Tahun 2017 
terdapat lebih dari 885 UMB (Usaha Menengah Besar) dan 5.560 UMK 
(Usaha Mikro Kecil)
4
. Jumlah UMK di Kabupaten Sragen sudah mencapai 
ribuan. Namun tidak semua UMK tersebut memiliki Sertifikat atau perizinan 
yang sudah terdaftar di Kabupaten Sragen.  
Dengan adanya izin, seseorang atau suatu perusahaan dapat 
mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat 
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 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tetang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga  
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 Ibid. 
4
 Badan Pusat Statistik, “BPS Kabupaten Sragen akan mendata 885 UMK dam 5.560 
UMK pada bulan Agustus-September 2017 di Kabupaten Sragen” dikutip dari  
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menikmati dan mengambil manfaat untuk usahanya. Hak yang dapat 
misalkan berup Nomer P-IRT yang kemudian dapat dicantumkan pada 
kemasan produk yang akan dijual. Akan tetapi, untuk mendapatkan SP-PIRT 
tidaklah semudah yang dibayangkan. Akan terdapat proses-proses dan 
masalah yang nantinya terjadi dalam pemberian SP-PIRT.  
Dalam perizinan Pangan Industri Perdagangan memang seharusnya 
Pemerintah juga ikut berperan dalam mengingatkan produsen agar 
memperoleh kesadaran hukum mengenai pentingnya makanan yang sehat 
sesuai dengan kriteria Dinas Kesehatan. Dikabupaten sendiri, terdapat 
beberapa kasus akibat makanan yang tidak sehat. Hal tesebut dikarenakan 
makanan olahan yang diproduksi oleh industri Rumah Tangga diedarkan 
tanpa perizinan. Selama ini Pemerintah sudah mengupayakan sosialisasi ini, 
namun belum merata disetiap Wilayah dan belum tercapainya kesadaran 
hukum bagi masyarakat.  Dengan demikian diperlukan adanya hubungan 
antara Pemerintah Daerah dengan para Produsen Rumah Tangga di 
wilayahnya untuk saling mendukung demi terciptanya kebaikan bersama.  
Agar terciptanya keamanan bagi para konsumen maka juga 
diperlukan adanya sistem peredaran pangan yang mampu memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi sehingga makanan 
yang beredar tidak merugikan masyarakat.  
Maqãsid Asy-Syarî’ah  merupakan suatu tujuan menuju syari‟ah atau 
jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah. Maqãsid Asy-
Syarî’ah  adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentun 
4 
 
 
 
hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana Maqãsid Asy-Syarî’ah  
adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.
5
 Jadi Maqãsid Asy-
Syarî’ah  itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk 
kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik didunia maupun diakhirat.  
Penerapan Maqãsid Asy-Syarî’ah  dapat dilihat dari keterkaitan 
Maqãsid Asy-Syarî’ah  dalam kehidupan masyarakat terutama dibidang 
Industri khususnya dibidang industri olahan makanan dan minuman. 
Indonesia merupakan mayoritas penduduk beragama Islam, sistem 
perekonomian industri di Indonesia mengarah pada smber hukum Islam. 
Dengan demikian Penerapan Maqãsid Asy-Syarî’ah  dalam sistem industri di 
Indonesia sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia untuk tetap 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  
Apabila dikaji dalam pandangan Islam, Perizinan Pangan Industri 
Rumah Tangga  merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai 
kebaikan dan mencegah keburukan.  Kebaikan bisa diartikan keselamatan 
bagi semua pihak baik produsen maupun konsumen, sedangkan keburukan 
adalah kerusakan yang mungkin terjadi. Sehingga manusi tetap dapat meapai 
tujuan-tujuan dalam Maqãsid Asy-Syarî’ah . Dalam dunia industri, Kebaikan 
perlu dijadikan pemikiran karena apapun yang dilakukan harus menciptakan 
manfaat bagi kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat. 
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 
skripsi “Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah Terhadap Pangan Industri 
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 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh,(Jakarta: Prenadamedia 
Group,2018) hlm.75 
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Rumah Tangga (P-IRT) dan Kendala Proses Perizinannya (Studi Kasus 
UMKM di Kabupaten Sragen)” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Kendala Perizian Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 
pada UMKM di Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimana Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah  terhadap Perizian Pangan 
Industri Rumah Tangga (P-IRT)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Kendala Perizian Pangan Industri Rumah Tangga (P-
IRT) terhadap UMKM di Kabupaten Sragen. 
2. Untuk mengetahui Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah  terhadap Perizinan 
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Konsumen 
Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bahwa 
mengkonsumsi pangan yang sudah mendapatkan izin beredar 
sangatlah penting untuk terhindar dari resiko yang tidak diinginkan.  
b. Bagi Produsen 
6 
 
 
 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum bagi 
produsen terhadap pentingnya memiliki perizinan pada produk pangan 
yang diproduksi. 
 
c. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran hukum produsen 
untuk melakukan pendaftaran perizinan sehingga pemerintah dapat 
mengurangi resiko yang tidak diinginkan yang kemungkinan dapat 
terjadi pada msyarakat serta dapat memberikan perlindungan terhadap 
konsumen dalam mengkonsumsi pangan tersebut. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan peneliti dalam memahami perizinan Pangan Industri 
Rumah Tangga yang berlaku di Kabupaten Sragen. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan referensi untuk 
menyempurnakan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 
sifatnya sejenis dan ingin melakukan penelitian mengenai Perizinan 
Pangan Industri Rumah Tangga. 
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E. Kerangka Teori 
1. Perizinan 
Perizinan berasal dari kata izin yang artinya pernyataan 
mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan 
membolehkan.
6
 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun 
tanda daftar usaha. 
Izin adalah suatu yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk 
mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti aturan-aturan tertentu 
demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai suatu instrument, izin izin 
berfungsi selaku izin tombak instrument hukum sebagai pengarah, 
perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. 
Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin 
merupakan pengaturan dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila 
dikatakan izin itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan 
instrument untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, 
sebagai mana diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, 
Penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya.
7
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Berdasarkan pasal 12 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, 
aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) 
huruf e ditujukan untuk
8
 : 
a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu dan, 
b. Membebaskan biaya perizinan bagi busaha Mikro dan memberikan 
keringanan biaya perizinan bagi usaha Kecil.  
Berdasarkan pasal 12 huruf a : 
Yang dimaksud dengan “ penyederhanan tatacara dan jenis 
perizinan” adalah dengan memberikan kemudahan persyaratan dan tata 
cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.  
Yang dimasud dengan “pelayanan terpadu satu pintu” adalah 
proses pengolahan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat 
berdasarkan pronsip pelayanan sebagi berikut : 
a. Kesedehanaan dalam proses 
b. Kejelasan dalam pelayanan 
c. Kepastian waktu penyelesaian 
d. Kepastian biaya 
e. Keamanan tempat pelayanan 
f. Tanggungjawab petugas pelayanan 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan 
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 Leonardus Saiman,Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-kasus edisi 2, (Jakarta: 
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h. Kemudahan akses pelayanan 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramaham pelayanan.   
 
2. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 
P-IRT adalah izin untuk indutri makanan dan minuman beskala 
rumahan, pada umumnya P-IRT disertakan dalam label kemasan 
makanan atau minuman tersebut yang berupa sederet nomor yang 
tedaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  
Pangan Olahan Industri Rumah Tangga merupakan pangan yang 
diproduksi oleh anggota keluarga dirumah dengan menggunakan alat 
manual atau semi otomatis. Dibidang pangan, industry kecil makanan 
dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tumbuh dengan pesat bahkan 
jumlah nya mecapai puluhan ribu. Dengan meningkatnya jumlah industry 
rumahan ini memicu adanya potensi resiko kesehatan karena modal dan 
profesionalisme dalam usaha seringkali tidak memadai dalam menjamin 
keamanan, manfaat, dan mutu produknya.  
Selain itu mengingat dari pangsa pasarnya merupakan masyarakat 
menengah kebawah, dan disertai dengan meningkatnya jumlah 
masyarakat miskin kota, maka meningkatnya jumlah usaha kecil didaerah 
perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan 
makanan yang berkitan dengan luasnya persebaran resiko yang 
diakibatkan dalam upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, 
partisipasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota sangat diperlukan karena 
10 
 
 
 
industry pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh 
pemerintah daerah setempat (BPOM RI 2012). Lembaga pemerintah 
yang berwenang mengatur panganolehan industry rumah tangga adalah 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan BBPOM.
9
 
Kategori pangan yang dapat mendapatkan Sertikasi Produksi 
Pangan Indutri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai berikut : 
a. Hasil Olahan Daging Kering 
b. Hasil Olahan Ikan Kering 
c. Hasil Olahan Unggas Kering 
d. Sayur Asin dan Sayur Kering 
e. Hasil Olahan Kelapa 
f. Tepung dan Hasil Olahannya 
g. Minyak dan Lemak 
h. Selai, Jeli dan sejenisnya 
i. Gula, Kembang Gula dan Madu 
j. Kopi, Teh, Coklat Kering/campurannya 
k. Bumbu 
l. Rempah-rempah  
m. Minuman Ringan, Minuman Serbuk 
n. Hasil Olahan Buah 
o. Hasil Olahan Biji-bijian dan Umbi 
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 Mawar Dwi Yulianti dan Resmi Mustarichie,”Tata Cara Registrasi Untuk Pangan 
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Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat,” Farmaka (Bandung), 
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3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha 
produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10
 
Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan 
kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Sedangkan 
menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan 
ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia 
yaitu Industri Manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan dan Sumber Daya 
Manusia.
11
 
Admisnistras Bisnis Kecil (Small Business Administration- SBA) 
mendefinisikan Usaha Kecil sebagai usaha yang dimiliki dan 
dioperasikan secara independen untuk mendapatkan laba dan tidak 
dominan dibidangnya. 
12
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Kriteria UMKM  
 
No 
 
Uraian 
Kriteria 
Asset Omzet 
1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 
2 Usaha Kecil >50 juta-500juta >300 juta- 2,5 
Miliar 
3 Usaha Menengah >500 juta- 10 
Miliar 
>2,5 Miliar- 50 
Miliar 
 
 Ciri-ciri UMKM 
a. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap,atau 
bisa berganti sewaktu-waktu 
b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu 
c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan 
pribadi dan keuangan usaha masih dipersatukan 
d. Sumber daya manusia di dalamnya belum mempunyai jiwa 
wirausaha yang mumpuni 
e. Tingkat pendidikan SDM masih rendah 
13 
 
 
 
f. Pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun 
sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank 
g. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau 
legalitas, termasuk NPWP. 
 
4. Maqãsid Asy-Syarî’ah  
Maqãsid Asy-Syarî’ah  merupkan kata majmuk (idlafi) yang 
terdiri dari dua kata yaitu Maqãsid  dan Asy-Syarî’ah . Secara etimologi, 
Maqãsid Asy-Syarî’ah  merupakan bentuk jamak dari kata Maqãsid  yang 
terbentuk dari huruf qáf, shad dan dál  yang berarti kesengajaan atau 
tujuan. Sedangkan kata Asy-Syarî’ah  secara etimologi berasal dari kata 
syara’a yasyra’u syar’án yang berarti shari‟at atau undang-undang, 
menerangkan serta menyatakan. Dikataan syara’a lahum syar’an berarti 
ia telah menunjukan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang 
berartu menunjukan jalan atau peraturan.
13
 Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah 
maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentun hukum Islam. 
Atau dengan bahasa yang sederhana Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah 
maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.
14
 
  Dasar Hukum Maqãsid Asy-Syarî’ah 
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                           
    
Artinya : 
”Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
Mengetahui.”(QS. Al-Jaatsiyah:18)15 
 
Menurut Abu Ishaq al Shatibi yang dikutip oleh Muhammad 
Daud Ali dalam bukunya yang berjudu “Hukum Islam Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum di Indonesia”, menjelaskan tujuan Hukum 
Islam (Maqãsid Asy-Syarî’ah ) antara lain, yaitu :16 
a. Memelihara Agama 
b. Memelihara Jiwa 
c. Memelihara Akal 
d. Memelihara Keturunan 
e. Memelihara Harta 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian 
yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema 
yang sama dan juga untuk mempertegas penelitian peneliti bahwa penelitian 
ini memang benar-benar baru dan elum ada yang meneliti supaya tidak saling 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
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tumpang tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang 
ada, maka perlu diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya : 
Skripsi dari Maulia Faiqoh (IAIN Walisongo, 2013) dengan judul 
“Pandangan Hukum Islam terhadap Sertifikasi Produksi Pangan dalam 
Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan” memiliki pokok penelitian berdasarkan 
dalil Al-Qur‟an dan Hadits, dalam kemaslahatan (memelihara/tujuan syar‟i) 
maka produk makanan olahan dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan 
menjual makanan tanpa sertifikasi produksi dalam kaidah fiqhiyah 
mendahulukan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, makanan kemasan 
yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dijual dipasaran harus 
memakai izin edar atau Sertifikasi Produksi yang didapat dari Dinas 
Kesehatan/ Badan POM
17
. 
Skripsi dari Hendra Muttaqin ( Universitas Negeri Semarang, 2016) 
dengan Judul ”Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk 
Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel di Kota Semarang” 
memiliki pokok penelitian pada perlindungan konsumen terhadap barang 
yang tidak berlabel. Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk P-IRT 
dikota Semarang belum berjalan dengan baik karena pada dasarnya 
Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif 
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 Maulia Faiqoh,  “Pandangan Hukum Islam terhadap Sertifikasi Produk Pangan dalam 
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yang terdapat pada pasal 47 ayat 2 PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
18
 
Skripsi dari Risya Nabila (UIN Maulana Malik Ibrahim,2017) 
dengan Judul “Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik 
Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.18 Tahun 2012” memiliki 
pokok penelitian pada data yang didapat dalam penelitian mengenai pendapat 
pengrajin kripik tempe di Senta Kripik Tempe Sanan tentang standart 
Keamanan produk industry Rumah Tangga yang ditarik kesimpulan bahwa 
pengrajin kripik tempe belum mengimplementasikan standart keamanan 
produk pangan secara penuh serta dalam proses pengerjaan produk kripik 
tersebut masih belum sesuai karena masih ada produk yang dikeluarkan tanpa 
memiliki sertifikat produk industry rumah tangga
19
. 
Dari ketiga skripsi diatas masing-masing mempunyai tinjauan yang 
berkaitan dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Skripsi yang 
pertama megkaji tentang pandangan Hukum islam mengenai tidak 
diperbolehkannya menjual produk makanan atau minuman olahan tanpa P-
IRT. Skripsi yang kedua mengkaji tentang bentuk Perlindungan Konsumen 
terhadap produk  Pangan Industri Rumah Tangga di Semarang yang belum 
berjalan dengan baik. Skripsi yang ketiga mengkaji tentang Standart 
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Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga yang masih belum sesuai karena 
terdapat produk yang dikeluarkan tanpa P-IRT. 
Dengan itu perbedaan skripsi Penulis dengan skripsi tersebut adalah 
dalam penelitian ini akan meneliti masalah yang dihadapi oleh UMKM 
sehingga belum juga mendaftarkan perizinan P-IRT yang kemudian akan 
dianalisis dengan tinjauan Maqãsid Asy-Syarî’ah . 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan data yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian 
Hukum Empiris (Case Study Research and Field Study Research). 
Penelitian kasus dan penelitian lapangan dimaksudkan mempelajari secara 
intesif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, 
kelompok, lembaga dan masyarakat. Studi kasus ini juga meliputi analisis 
mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi 
lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan 
masalah yang dialami saat ini. Studi kasus pada dasarnya mempelajari 
secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang 
mengalami kasus tertentu.
20
 Dalam hal ini peneliti terjun langsung 
kelapangan guna melakukan penelitian pada objek yaitu beberapa UMKM 
di Kabupaten Sragen, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan bagian Industri dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah temoat yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitian untuk memperoleh sata yang diinginkan. Penelitian 
ini dilaksanakan di beberapa UMKM di Kabupaten Sragen, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sragen, Dinas Perindustrian dan Pedagangan 
Kabupaten Sragen dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupten Sragen. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari 
data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui 
wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran 
angket untuk penelitian kuantitatif. 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
dua kategoti yaitu data primer dan data sekunder : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya.
21
 Dalam penelitian ini penulis memperoleh data secara 
langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan 
dengan masalah Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga  
terhadap UMKM di Kabupaten Sragen ditinjau dari Maslahah 
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Mursalah. Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data secara 
langsung dengan wawancara dengan pihak yang tekait. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian 
yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan 
masalah Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten 
Sragen. 
4. Penentuan Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 
elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian  atau 
merupakan keseluruhan  dari objek penelitian
22
. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kabupaten Sragen yang 
bergerak dalam bidang Olahan Makanan dan Minuman.  
Apabila populasi terlampau besar akan di ambil sejumah sampel 
yang representative, yaitu sampel yang mewakili keseluruhan populasi  
dengan menyelidiki sampel dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi  
yang dianggap juga berlaku bagi keseluruhan populasi
23
. Dalam penelitian 
ini sampel yang digunakan adalah 5 UMKM di Kabupaten Sragen yang 
bergerak dalam bidang Olahan Makanan dan Minuman meliputi 
Kecamatan Sragen, Kecamatan Sambirejo, Kecamatan Gondang, dan 
Kecamatan Sambung Macan. Dan teknik pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling 
diguanakan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh 
peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu
24
. Dimana 
dengan menggunakan kriteria tertentu. 
Kriteria-Kriteria dari Industri Olahan Makanan atau Minuman 
adalah sebagai berikut: 
a. Industri Olahan Makanan atau Minuman yang listing di UMKM 
Kabupaten Sragen  
b. Industri Olahan Makanan atau Minuman yang belum memiliki 
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 
c. Industri Olahan Makanan atau Minuman yang sudah dikemas dan 
diedarkan dipasar-pasar Tradisional atau Masyarakat. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan 
dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer 
maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data 
sekunder yang digunakan adalah teknik interview dan Obsevasi pada 
UMKM dikabupaten Sragen, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sragen dan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Sragen. 
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a. Teknik Wawancara (interview) 
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 
komunikasi yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 
langsung kepada responden.
25
 Dalam penelitian ini peneliti akan 
melakukan wawancara dengan Pemilik UMKM di Kabupaten 
Sragen, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Sragen dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Sragen. 
b. Teknik Observasi 
Observasi adalah mendeskripsikan setting, kegiatan yang 
tejadi, orang yang terlibat dalam kegiatan dan maksud yang 
diberikan oleh pelaku usaha yang diamati tentang peristiwa yang 
bersangkutan. Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan 
yang dimiliki terkait masalah yang sedang diteliti.
26
 Dalam 
penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi di sejumlah 
UMKM Kabupaten Sragen yang bergerak dalam bidang olahan 
makanan dan minuman. 
c. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 
                                                             
25
 Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, Metode Penelitian Survai. (Jakarta: LP3ES, 
1989),Hlm.192. 
26
 Nasution,Metode Research(Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi Aksara, 2016),hlm.106. 
22 
 
 
 
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan,artefak dan 
foto.
27
 Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. 
6. Teknik Analisis data  
Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 
data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah 
untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi 
permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian
28
. 
Teknik analisis data merupakan cara menganaisis data penelitian, termasuk 
alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik 
analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif yaitu dengan menjabarkan sejumlah data-data 
mengenai permasalahan yang ada dalam perizinan P-IRT yang diperoleh 
melalui proses wawancara di UMKM Kabupaten Sragen yang bergerak 
dalam bidang Olahan makanan dan minuman. 
  
H. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN, Menjelaskan latar belakang dari 
penelitian ini serta perumusan masalah dari penelitian ini yang 
penyusunannya disesuaikan dengan latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI, Berisi uraian teori-teori umum 
yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berisi tentang pengertian 
Perizinan, Pengertian P-IRT, Pengertian UMKM, Kriteria UMKM, 
Pengertian Maslahah Mursalah, Dasar Hukum Maslahah Mursalah. 
BAB III : KENDALA PERIZINAN PANGAN INDUSTRI 
RUMAH TANGGA(P-IRT) PADA UMKM KABUPATEN SRAGEN, 
Pada bab ni berisikan tentang gambaran lokasi penelitian, data-data yang 
relevan dalam penelitian yang akan peneliti analisis dan prosedur pemberian 
P-IRT kepada UMKM . Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data-
data yang berkaitan dengan jumlah dan persebaran lokasi UMKM di 
Kabupaten Sragen. 
BAB IV : ANALISIS, Berisi Uraian tentang analisis data penelitian 
dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori 
dan tinjauan umum. Dalam penelitan ini, peneliti akan menganalisis 
Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah terhadap Pangan Industri Rumah Tangga 
(P-IRT) dan Kendala proses Perizinannya. 
BAB V : PENUTUP, Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran 
yang telah diperoleh peneliti dari analisa pembahasan masalah yang diteliti. 
 
 
 
  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Perizinan 
1. Pengertian Perizinan 
Perizinan berasal dari kata izin yang artinya pernyataan 
mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan 
membolehkan.
29
 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda 
daftar usaha. 
Dikutip dari Buku Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, 
Menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge , izin 
merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).
30
 
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin 
dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali 
diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup 
kecuali diizinkan oleh pemerintah. 
Izin adalah suatu yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk 
mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti aturan-aturan tertentu 
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demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai suatu instrument, izin izin 
berfungsi selaku izin tombak instrument hukum sebagai pengarah, 
perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. 
Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan 
pengaturan dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan izin 
itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrument untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai mana 
diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, Penataan dan 
pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya.
31
 
Selain pengertian izin diatas, ada pengertan izin yang dimuat dalam 
peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan 
tersebut, izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
32
 
Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada  
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izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen,sehngga yang disebut sebagai 
izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.  
2. Tujuan dari Sistem Perizinan 
Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. 
Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument 
yuridis berupa izin. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, 
pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan 
sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegitatan 
masyarakat dengan menggunakan insrumen perizinan dengan maksud 
untuk mencapai berbagai tujuan tetentu. Dimuat dalam buku Perizinan 
Problem dan Upaya Pembenahan, motif-motif unyuk menggunakan sistem 
izin dapat berupa :
33
 
a. Keinginan Mengarahkan Aktivitas-aktivitas Tertentu. 
Ada kemugkinan pemerintah menggunakan instrumen izin untuk 
mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh 
masyarakat. Sebagai contohnya dalam izin bagi Pedagang Kaki Lima 
(PKL). Mereka diberi izin untuk melakukan kegiatan jual belu 
dilokasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, para pedagang yang 
diberikan izin adalah mereka yang mau melakukan usaha dilokasi 
tersebut. Ha ini dilakukan pemerintah agar suatu kawasan terjaga 
ketertibannya. 
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b. Mencegah Bahaya Terhadap Lingkungan  
Dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang 
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup. Pada Pasal 6 Ayat 2, disebutkan bahwa setiap 
orang yang melakukan usaha/atau berkegiatan berkewajiban 
memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan 
lingkungan hidup.
34
 
Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang mempunyai 
dampak lingkungan. Di Indonesia dikenal dengan adanya kewajiban 
pada kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat 
mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih 
dahulu memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan). AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan 
sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi 
sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha.
35
 
c. Keinginan Melindungi Objek-objek Tertentu 
Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu 
yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek 
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tersebut perlu mendapat perlindungan karena berbagai alasan, 
misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk 
keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh 
untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, 
yakni izin pengelolaan situh sejarah tertentu berupa peninggalan 
sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban 
manusia pada suatu waktu tertentu yang memang patut mendapatkan 
perlindungan.
36
 
d. Membagi Benda-benda yang Sedikit 
Adakalanya kegiatan masyarakat yag berkaitan degan sumber 
daya jumlahnya sangat terbatas. Apanila ada warga yang 
membutuhkan hal tersebut maka kesempatan yang adapun terbatas. 
Sehingga pemerintah harus menanggapi hal tersebut secara tepat. 
e. Penagarahan dengan Menyeleksi Orang-orang dan Aktivitas-
aktivitas 
Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan meyeleksi orang 
dan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh msyarakat. Contoh dalam 
hal ini adalah Surat Izin Mengemudi atau SIM, untuk memperoleh 
SIM, seseorang harus melalui serangkaian proses pengujian, baik 
ujian teori, ujian praktik, termasuk kir dokter. Setelah lolos dari 
pengujian tersebutyang bersangkutan baru dapat diberikan SIM. 
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3. Fungsi Izin 
Izin seringkali mempunyai arti yang penting bagi pemegangnya 
dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan emerintah maupun 
dengan pihak yang lain. Dapat disebut beberapa fungsi dari izin sebagai 
berikut :
37
 
a. Sebagai Landasan Hukum  
Izin menjadi dasr hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat 
memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin 
berkaitan dengan dilakukannya kegiatan dan lahir setelah ada izin. 
Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang dimuat 
dalam izin tersebut. Kalau tetap dilakukan maka data dikatakan hal 
tersebut melanggar hukum. 
b. Sebagai Instrumen untuk Menjamin Kepastian Hukum 
Dalam izin umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat 
subjektif maupun objektif. Misalnya dapat dilihat izin itu siapa yang 
diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan yang identitasnya 
sudah tercantum dengan jelas. Selain identitas, pihak yang diberi hak 
untuk meakukan kegiatan, disebutkan kegiatan apa yang diizinkan, 
apa batasannya, baik mengenai wakt, lokasi, volume, mauun hal-hal 
lainnya yang menyangkut dengan izin tersebut. Dengan demikian, 
izin data digunakan sebagai pegangan oleh pihak pemegang izin 
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serta pihak lain. Sekaligu memberi kepastian baik mengenai siapa 
yang diizinkan, kegiatan apa yang diizinkan, dan sebagainya. 
c. Sebagai Instrumen untuk Melindungi Kepentingan 
Izin sebagai sebuah keputusan dapat digunakan untuk 
menjadi instrument perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan 
pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lainnya. 
4. Prosedur Pemberian Izin 
Untuk mendapatkan izin, telah dibuat dan mekanisme tertentu 
yang selengkapnya sebagai berikut :
38
 
a. Pemohon datang ke Dinas Perizinan untuk mengambil blangko yang 
telah disediakan. 
b. Pemohon mengisi blangko tersebut. 
c. Setelah diisi, pemoho menyerahkan blangko ke loket pelayanan 
beserta berkas perizinan yang berupa Foto kopi KTP, Fotokopi 
NPWP,dll. 
d. Setelah petugas pelayanan memeriksa berkas pemohonan dan 
persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan permohonan telah 
lengkap dan benarmaka dibuatlah tanda terima berkas permohonan 
untuk pemohon. 
e. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan 
blangko kendali pada berkas permohonan. 
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f. Berkas pemohon diserahkan kepada kepala seksi koordinator 
penelitian lapangan. 
g. Petugas penelitian lapangan melakukan peninjauan ke lokasi. 
h. Hasil penelitian lapangan ditandatangi oleh petugas dan diserahkan 
kepada kepala koordinator penelitian lapangan untuk selanjutnya 
diadakan rapat guna menentukan kemungkinan permohonan 
diterima, ditangguhkan atau ditolak.  
i. Untuk izin yang ada retribusinya, oleh kepala koordinator dan 
petugas penelitian lapangan dibuatkan penetapan retibusi perizinan. 
j. Berkas pemohon beserta hasil penelitian lapangan dan penetapan 
retribusinya diserahkan kepada kepala seksi administrasi pelayanan. 
k. Untuk izin yang disetujuai kepala seksi administrasi pelayanan 
membuat draft surat penetapan izin, dan untuk yang ada retribusinya 
dibuat kan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 
l. Untuk izin yang disetujuai dibuatkan Surat pemberirahuan Retribusi 
perizinan dan pengambilan izin yng ditandatangani oleh kepala 
bagian tata usaha yang kemudian disampaikan kepada pemohon. 
m. Draf penolakan, penangguhan atau persetujuan dan SKRD dicermati 
dan diberi paraf oleh kepala bidang pelayanan yang kemudian 
disampaikan kepada kepala Dinas untuk ditandatangani. 
n. Surat penetapan atau penolakan oleh sub bagian umum dicatat, 
diberi nomor dan cap serta digandakan. 
32 
 
 
 
o. Surat penetapan dan SKRD diserahkan kepada petugas administrasi 
pelayanan. 
p. Pemohon datang keloket pelayanan untuk dibuatkan slip pembayaran 
retribusi dengan menunjukan tanda bukti pengambilan. 
q. Pemohon membayar retribusi di bank 
r. Pemohon datang kembali ke loket pelayanan dengan membawa bukti 
pembayaran untuk mengambil izin yang sudah terbit. 
 
B. Pangan Industri Rumah Tangga 
1. Pengertian P-IRT (Pangan Produksi Rumah Tangga) 
   P-IRT adalah izin untuk indutri makanan dan minuman beskala 
rumahan, pada umumnya P-IRT disertakan dalam label kemasan 
makanan atau minuman tersebut yang berupa sederet nomor yang 
tedaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Nomor P-IRT ada;ah 
nomor Pangan Produksi IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label Pangan Produksi IRT.
39
 
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 
adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap 
Pangan Produksi IRT diwilayah kerjanya yang telah memenuhi 
persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan 
Prodiksi IRT.
40
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Pangan Olahan Industri Rumah Tangga merupakan pangan yang 
diproduksi oleh anggota keluarga dirumah dengan menggunakan alat 
manual atau semi otomatis. Dibidang pangan, industry kecil makanan 
dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tumbuh dengan pesat bahkan 
jumlah nya mecapai puluhan ribu. Dengan meningkatnya jumlah industry 
rumahan ini memicu adanya potensi resiko kesehatan karena modal dan 
profesionalisme dalam usaha seringkali tidak memadai dalam menjamin 
keamanan, manfaat, dan mutu produknya.  
Selain itu mengingat dari pangsa pasarnya merupakan masyarakat 
menengah kebawah, dan disertai dengan meningkatnya jumlah 
masyarakat miskin kota, maka meningkatnya jumlah usaha kecil didaerah 
perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan 
makanan yang berkitan dengan luasnya persebaran resiko yang 
diakibatkan dalam upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, 
partisipasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota sangat diperlukan karena 
industry pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh 
pemerintah daerah setempat (BPOM RI 2012). Lembaga pemerintah 
yang berwenang mengatur panganolehan industry rumah tangga adalah 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan BBPOM.
41
 
Kategori pangan yang dapat mendapatkan Sertikasi Produksi 
Pangan Indutri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai berikut : 
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a. Hasil Olahan Daging Kering 
b. Hasil Olahan Ikan Kering 
c. Hasil Olahan Unggas Kering 
d. Sayur Asin dan Sayur Kering 
e. Hasil Olahan Kelapa 
f. Tepung dan Hasil Olahannya 
g. Minyak dan Lemak 
h. Selai, Jeli dan sejenisnya 
i. Gula, Kembang Gula dan Madu 
j. Kopi, Teh, Coklat Kering/campurannya 
k. Bumbu 
l. Rempah-rempah  
m. Minuman Ringan, Minuman Serbuk 
n. Hasil Olahan Buah 
o. Hasil Olahan Biji-bijian dan Umbi 
2. Syarat Pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga) 
SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Unit 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada IRTP yang memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
42
 
a. Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. 
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b. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP 
memenuhi syarat. 
c. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan 
3. Tata Cara Pemberian SPP-IRT 
Dalam Proses Pemberian SPP-IRT dilakukan di kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten/Kota. Adapun 
Tata cara Pemberian SPP-IRT sebagai berikut:
43
 
a. Peneriman Pengajuan Permohonan SPP-IRT 
Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota melalui DPMTSP 
Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapannya yang berupa 
formulir permohonan SPP-IRT dan dikumen lainnya secara 
administratif. 
b. Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan 
SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan : 
1) Bupati/Walikota melalui DPMPTSP mengirimkan berkas 
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi 
kesesuaian isi formulir dan permohonan dengan persyaratan 
yang ditetapkan dan terkait dengan Keamanan Pangan. 
2) Jika ada kekuarangan atau hal yang kurang tepat dalam 
isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, 
Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada IRTP yang 
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mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan 
label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label 
pangan. 
c. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 
Penyuluhan Keamanan Pangan dilakukan di Dinas 
Kesehatan Kabupten/Kota dengan dilakukan  tenaga Penyuluh 
Keamanan Pangan yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi 
dibidang penyukuhan keamanan pangan dari Lembaga 
Sertifikasi Profesi. Sedangkan peserta Penyuluhan Keamanan 
Pangan adalah Pemilik/Penanggung jawab IRTP. Metode yang 
digunakan dalam Penyuluhan Keamanan Pangan disampaikan 
dalam bentuk Ceramah, Diskusi, Pemutaran Video, dan 
sebagainya yang biasa disebut dengan kata Seminar.
44
 
 
 
d. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
Pemeriksaan ini dilakukukan setelah pemilik memiliki 
sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan oleh tenaga Pengawas 
Pangan Kabupaten/Kota. Pemeriksaan sarana Produksi Pangan 
IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan tentang tata cara Pemeriksaan Sarana Produksi 
Pangan Industri Rumah Tangga. Jika hasil pemeriksaan sarana 
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produksi menunjukan bahwa IRTP masuk level I-II maka 
dberikan SPP-IRT. 
e. Pemberian Nomor P-IRT 
Nomor P-IRT terdiri dari 15 digit yang menunjukan kode 
jenis kemasan, nomor urut/kode jenis pangan, kode Provinsi 
dan Kabupaten/Kota, dan tahun berakhirnya masa berlaku. 
Nomor P-IRT diberikn untuk satu jenis Pangan IRT yag 
dicantumkan pada bagian utama label. 
f. Penyerahan SPP-IRT 
Dinas Kesehatan mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke 
DPMPTSP yang kemudian menyerahkan SPP-IRT keada 
Pemilik/Penanggung jawab IRTP yang telah memenuhi Syarat. 
 
C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha 
produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
45
 
Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan 
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kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Sedangkan 
menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan 
ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia 
yaitu Industri Manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan dan Sumber Daya 
Manusia.
46
 
Admisnistras Bisnis Kecil (Small Business Administration- SBA) 
mendefinisikan Usaha Kecil sebagai usaha yang dimiliki dan 
dioperasikan secara independen untuk mendapatkan laba dan tidak 
dominan dibidangnya.
47
 
 
2. Kriteria UMKM  
 
No 
 
Uraian 
Kriteria 
Asset Omzet 
1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 
2 Usaha Kecil >50 juta-500juta >300 juta- 2,5 
Miliar 
3 Usaha Menengah >500 juta- 10 
Miliar 
>2,5 Miliar- 50 
Miliar 
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3.  Ciri-ciri UMKM 
a. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap,atau bisa 
berganti sewaktu-waktu 
b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu 
c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi 
dan keuangan usaha masih dipersatukan 
d. Sumber daya manusia di dalamnya belum mempunyai jiwa 
wirausaha yang mumpuni 
e. Tingkat pendidikan SDM masih rendah 
f. Pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian 
telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank 
g. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas, 
termasuk NPWP. 
4. Asas dan Tujuan UMKM 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:
48
 
a. Kekeluargaan 
Asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perkonomian nasional yang 
diselenggrakanberdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prisip 
kebersamaan, efisiensi keadilan,berkelanjutan, berwawasan 
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lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan 
ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 
b. Demokrasi Ekonomi 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonmian 
nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 
c. Kebersamaan 
Asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha 
secara bersama-samadalam kegiatannya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 
d. Efisiensi Keadilan 
Asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM 
dengan mengedepankan efisiensi keadilan dalam usaha untuk 
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. 
e. Berkelanjutan  
Asas yang secara terencana mengupayakan berjalanny proses 
pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara 
berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh 
dan mandiri. 
f. Berwawasan Lingkungan 
Asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap 
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan 
lingkungan hidup. 
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g. Kemandirian 
Asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap 
menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian 
UMKM. 
h. Keseimbangan Kemajuan 
Asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga 
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi 
nasional. 
i. Kesatuan Ekonomi Nasional 
Asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari 
pembangunan kesatuan ekonomi. 
 
D. Maqhasid al-Syariah 
1. Pengertian Maqãsid Asy-Syarî’ah  
Maqãsid Asy-Syarî’ah   merupkan kata majmuk (idlafi) yang 
terdiri dari dua kata yaitu Maqãsid dan Asy-Syarî’ah . Secara etimologi, 
Maqãsid Asy-Syarî’ah  merupakan bentuk jamak dari kata Maqãsid  yang 
terbentuk dari huruf qáf, shad dan dál  yang berarti kesengajaan atau 
tujuan. Sedangkan kata Asy-Syarî’ah  secara etimologi berasal dari kata 
syara’a yasyra’u syar’án yang berarti shari‟at atau undang-undang, 
menerangkan serta menyatakan. Dikataan syara’a lahum syar’an berarti 
ia telah menunjukan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang 
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berartu menunjukan jalan atau peraturan.
49
 Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah 
maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentun hukum Islam. 
Atau dengan bahasa yang sederhana Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah 
maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.
50
 
Menurut Wahbah Zuhaili, yang dikutip oleh Ahmad Sanusi dan 
Sohari dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh”, mendefinisikan 
Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara yang 
tersirat dalam segen atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-
nilai dan sasaran-sasaran itu dipndang sebagai tujuan (maqhasid) dan 
rahasia syari‟at yang ditetapkan oleh syar‟I dalam setiap ketentuan 
hukum.
51
 
2. Dasar Hukum Maqãsid Asy-Syarî’ah  
                        
       
Artinya : 
”Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
Mengetahui.”(QS. Al-Jaatsiyah:18)52 
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                    
                      
                         
               
Artinya: 
 “Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 
Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan 
kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa 
dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 
tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu 
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 
kembali (kepada-Nya).”(QS. Asy-Syuraa :13)53 
 
3. Hakikat Maqãsid Asy-Syarî’ah  
Maslahah Merupakan salah syi dari hal yang bersifat keduaan 
dan akhirat. Menurut asy-Syatibi dijelaskan bajwa syariat itu mempunyai 
keentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik secara represif maupun 
secara preventif, yang mana berguna untuk kepentingan individu dan 
kepentingan sosial. Syariah dicapai melalui standar pada kehendak Allah 
SWT, sehingga muncullah sebuah teori Maqãsid Asy-Syarî’ah  yang 
sangat berguna untuk dijadikan metode pengembangan nilai-nilai yang 
terkandung dalam syariat hukum islam dalam menghadapi perubahan 
sosial.
54
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Pembagian al-kuliyyat dan maslahat-maslahat syariat yang 
dilakukan oleh para ahli ushul fiqh kedalam tiga tingkatan. Tingakatan 
yang diciptakan oleh al-Ghazali dan diikuti oleh orang-orang hingga 
zaman sekarang :
55
 
a. Adh-Darûriyyãt  (Kebutuhan Primer) 
Darûriyyãt  adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang 
bersiat esensial bagi kehidupan manusia. Keutuhan penting tersebut 
adalah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Tidak 
terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat 
negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.
56
 
b. Hãjjiyyãt  (Kebutuhan Sekunder) 
Hãjjiyyãt  adalah ketentuan hukum yang memberi peluang 
bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan 
kesukaran guna mewujudkan ketentuan Darûri. Hãjjiyyãt  bukan 
ketentuan esensial tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan 
manusia dalam kesulitan dalam hidupnya.
57
 
c. Tahsîniyyãt  (Kebutuhan Tersier) 
Tahsîniyyãt adalah kebutuhan yang menunjang martabat 
seseorang dalam maysarakat dan dihadapan Allah, sesuai dengan 
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kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, 
ketentuan ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, 
kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan Darûri 
dengan cara yang paling sempurna.
58
 
Pembagian rasional tersebut pasti selalu dibutuhkan oleh para 
mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan atau 
ketika melakukan studi komparatif terhadap beberrapa hal yang 
kontradiktif. Dengan demikian, Adh-Darûriyyãt  harus didahulukan dari 
Hãjjiyyãt dan at-tahsiniyyat. Sedangkan Hãjjiyyãt harus didahulukan 
daripada Tahsîniyyãt. 
4. Pembagian Maqãsid Asy-Syarî’ah  
Menurut Abu Ishaq al Shatibi yang dikutip oleh Muhammad 
Daud Ali dalam bukunya yang berjudu “Hukum Islam Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum di Indonesia”, menjelaskan tujuan Hukum 
Islam (Maqãsid Asy-Syarî’ah ) antara lain, yaitu :59 
a. Memelihara Agama 
Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga : 
1) Memelihara agama dalam peringakat Darûriyyãt yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewnjiban keagamaan yang 
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masuk dalam tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima 
waktu. 
2) Memelihara agama dalam tingkat Hãjjiyyãt yaitu melaksanakan 
ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Seperti 
shalat jama‟ dan sholat qasar. 
3) Memelihara agama dalam tingkat Tahsîniyyãt yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melegkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. 
Misalnya menutup aurat.
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b. Memelihara Jiwa 
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya 
dapat dibedakan menjadi tinga peringkat yaitu : 
1) Memelihara Jiwa dalam tingkat Darûriyyãt, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 
mempertahankan hidup. 
2) Memelihara jiwa dalam tingkat Hãjjiyyãt, seperti 
diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan 
yang lezat dan halal. 
3) Memelihara jiwa dalam peringkat Tahsîniyyãt, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum.
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c. Memelihara Akal 
Memelihara akal dilihat dari degi kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga yaitu : 
1) Memelihara akal dalam peringkat Darûriyyãt, seperti 
diharamkan meminum minuman keras dan sebagainya. Jika 
ketentuan ini dilanggar, maka akan berakibat terancamnya 
eksistensi akal. 
2) Memelihara akal dalan perigkat Hãjjiyyãt, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya itu 
dilakukan maka tidak akan merusak akal. 
3) Memelihara akal dalam peringkay Tahsîniyyãt, seperti 
menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan 
etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 
langsung.
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d. Memelihara Keturunan 
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya 
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : 
1) Memelihara Keturunan dalam peringkat Darûriyyãt, seperti 
disyariatkan menikah dan dilarang zina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. 
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2) Memelihara keturunan dalam peringkat Hãjjiyyãt, seperti 
ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu 
akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu 
tida disebutkan pada waktu akad, maka suami akan 
mengalami kesulitan karenal ia harus membayar mahar misl. 
3) Memelihara keturunan dalm peringkat Tahsîniyyãt, seperti 
disyariatkannya khitbah atau walimat dalam perkawinan. 
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 
perkawinan.
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e. Memelihara Harta 
Memelihara harta dilihat dri segi kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu : 
1) Memelihara harta dalam peringkat Darûriyyãt, seperti 
syariat tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan 
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. 
Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya 
eksistensi harta. 
2) Memelihara harta dalam perangkat Hãjjiyyãt, seperti 
syariat jual beli dengan cara salam, apabila cara ini tidak 
dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta. 
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3) Memelihara harta dalam peringkat Tahsîniyyãt, seperti 
ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan 
atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika 
bermuamalah atau etika bisnis.
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BAB III 
KENDALA PERIZINAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) 
PADA UMKM KABUPATEN SRAGEN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen  
1. Letak Geografis  
Kabupaten Sragen merupakan salah Satu kaupaten yang ada di 
eks Karasidenan Surakarta, letaknya berbatasan langsung dengan 
provinsi Jawa Timur tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Ngawi Jawa Timur.  
Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km
2
. Terdiri dari 
40.037,93 Ha Lahan Basah(sawah) dan 54.117,88 Ha Lahan Kering.  
Secara administratif  terbagi dalam 20 Kecamatan, 12 Kelurahan,dan 196 
Desa. Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Sragen adalah : 
Kecamatan Gondang, Sambungmacan, Sambirejo, Karang Malang, Gesi, 
Mondokan, Sumberlawang, Ngrampal, Sidoharjo, Sukodono, Tanon, 
Tangen, Plupuh, Kedawung, Jenar, Kalijambe,Gemolong, Miri, Masaran, 
dan Kecamatan Sragen.
65
 
Batas-batas Wilayah Kabupaten Sragen 
a. Sebelah Timur Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) 
b. Sebelah Barat Kabupaten Boyolali 
c. Sebelah Selatan Kabupaten Karanganyar 
d. Sebelah Utara Kabupaten Grobogan 
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Kabuoaten Sragen terletak pada 7
o 
15 LS dan 7
o
 30 LS, 110
o 
45 
BT dan 111
o
10 BT. Wilayah Kabupaten Sragen berada pada ketinggian 
rata-rata 109 M diatas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim Tropis 
dengan suhu harian antara 19
o
-30
o
 C. Rata-rata hujan dibawah 3000mm 
pertahun dengan hari hujan dibawah 150 hari pertahun. 
Jumlah penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan data tahun 2005 
sebanyak 865.41 jiwa. Terdiri dari 427.253 penduduk laki-laki dan 
438.164 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 919 
jiwa/km2. Dan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian selatan bengawan 
solo dan bagian utara bengawan solo. 
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen 
1. Kedudukan 
Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekertaris Daerah. 
2. Tugas 
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas  pembantua yang ditugaskan kepada daerah.  
3. Fungsi 
a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan. 
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
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c. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.  
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan 
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
4. Susunan Orgaisasi 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahi : 
1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Sub bagian Umum dan Kepergawaian. 
3) Sub bagian Keuangan. 
c. Bidang Perindustrian, membawahi : 
1) Seksi Industri Agro, Hasil Hutan dan ESDM. 
2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka Kimia dan 
Bahan Bangunan. 
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, membawahi : 
1) Seksi Pembinaan Perdagangan, Jasa dan Mertologi. 
2) Seksi Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa. 
3) Seksi Pengawasan Disitribusi Perdagangan. 
e. Bidang Penataan Pasar, membawahi : 
1) Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kaki Lima. 
2) Seksi Kebersihan Pasar. 
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f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi : 
1) Seksi Pengolahan Data Potensi dan Perizinan. 
2) Seksi Retribusi Pasar. 
3) Seksi Pebinaan, Pengendalian dan Operasional Pasar. 
g. UPTD 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
C. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen  
1. Kedudukan 
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dias yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
2. Visi 
“Visi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen adalah Bangkit bersama 
Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat” 
3. Misi 
“Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas untuk 
meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan pemberdayaan dan 
peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.” 
4. Tugas 
Membantu Bupati dalam melaksnakan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah. 
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5. Fungsi 
a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan. 
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan. 
c. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan. 
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan. 
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan 
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
6. Susunan Organisasi 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahi : 
1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Sub bagian Umum dan Kepergawaian. 
3) Sub bagian Keuangan. 
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi : 
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. 
2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 
d. Bidang Pencegahan dan Pengandalian Penyakit, membawahi : 
1) Seksi Survelians dan Imunisasi. 
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. 
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular 
dan Kesehatan Jiwa. 
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e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer. 
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. 
3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. 
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi : 
1)  Seksi Kefarmasian. 
2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 
3) Seksi SDM Kesehatan. 
g.  Kelompok Jabatan Fungsional 
 
D. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
1. Selayang Pandang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Salah Satu Indikator pemerintahan yang baik adalah 
tersedianya pelayanan publik yang baik pula. Pelayanan publik baik 
adalah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
mengaksesnya dan adanya kepastian waktu, biaya, aman,nyaman serta 
ramah. 
Pemerintah Kabupaten Sragen telah berusaha untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik seoptimal mungkin, dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada. Khususnya pelayanan publik di 
bidang Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membentuk 
lembaga pelayanan perizinan melalui berbagai tahapan, sebagai berikut: 
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a. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Dibentuk dengan 
keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002 tangga 24 Mei 2002 
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen. Operasional UPT resmi dilaksanakan 1 
Oktober 2002. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislative 
melalui surat Ketua DPRD Sragen Nomoe 170/288/15/2002 
tanggal 27 September 2002 perihal Persetujuan Operasional UPT 
Kabupaten Sragen. 
b. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dengan dasar 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
SOTK KPT 
2. Visi 
Visi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 adalah “Bangkit 
Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat” 
3. Misi 
a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui 
peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, 
partisipasif, dan transparan. 
b. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk 
mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. 
c. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi 
potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih 
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besar pada pengembangan koperasi, imdustri kecil dan menengah, 
dan sektor informal. 
d. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk 
meningkatkan daya saing daerah. 
e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam 
berbagai aspek. 
4. Tugas 
Secara Umum DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 
5. Fungsi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian tugas fungsi 
Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan Perizinan, non Perizinan dan 
Penanaman modal secara terpadu. 
a. Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu satu pintu. 
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu. 
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu. 
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d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu. 
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas. 
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 
sesuai dengan tigas dan fungsinya. 
6. Susunan Organisasi 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, membawahi : 
1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Sub bagian Umum dan Kepergawaian. 
3) Sun bagian Keuangan. 
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi : 
1) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal. 
2) Seksi Pengembangan Penanaman Modal. 
3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 
d. Bidang Informasi Pengawasan dan Pengaduan, membawahi : 
1) Seksi Informasi dan Pengolaham Data. 
2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan. 
3) Seksi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat. 
e. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahi : 
1) Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame. 
2) Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata, dan Pertanian. 
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3) Seksi Perizinan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa 
Konstruksi. 
f. Bidang Perizinan Tertentu dan Kesehatan, membawahi : 
1) Seksi Perizinan Prinsip dan Lingkungan. 
2) Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang. 
3) Seksi Perizinan Kesehatan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
E. Pandangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, 
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sragen mengenai Izin Edar Produk Makanan yang tidak 
Bersertifikat. 
Banyak Industri Rumah Tngga yang tumbuh sesuai kapasitas produksi 
meningkat, kemasan disesuaikan bahkan produk yang semakin bervariatif. 
Menurut Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 
yang dimaksud dengan Produsi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi 
Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan 
berlabel.
66
 
Sesuai pemahaman diatas untuk Pangan P-IRT memang dikhususkan 
untuk hasil produksi eceran untuk kemasan yang sesuai. Maka dapat 
                                                             
66
 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tetang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga 
60 
 
 
 
disimpulkan bahwa untuk memiliki SPP-IRT, produk tersebut diedarkan 
secara eceran dan berlabel.  
Akan tetapi masih terdapat poduk yang sudah berdedar dan berlabel 
namun belum memiliki SPP-IRT. Berikut Pandangan Pegawai Dinas 
Perindustrian dan Pedaganga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen 
1. Dinas Perindustian dan Pedagangan Kabupaten Sragen  
Peredaran Produk makanan tanpa izin dipasaran memang banyak, 
hal tersebut belum dapat ditanggulangi secara menyeluruh oleh pihak 
Perindustrian. Akan tetapi, pihak perindustrian sendiri telah melakukan 
pengawasan dan pemantauan tehadap pasar-pasar yang ada didaerah 
Kabupaten Sragen, Sehingga pihak perindustrian dapat mengetahui 
produk apa saja yang beredar dipasaran. 
Untuk produk yang dilarang diedarkan misalnya produk yang 
dapat membahayakan banyak orang atau produk-produk yang dilarang 
untuk dijual belikan secara besar ataupun eceran misalnya penjualan 
minuman keras, pihak Perindutrian langsung memberhentikan 
peredarannya. Untuk minuman keras sendiri terdapat perizinan lain untuk 
dipasarkan atau diedarkan yang tentunya sudah terdapat syarah-syarat 
lainnya.
67
 
 
 
                                                             
67
 Hendri, Kepala Seksi Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sragen, wawancara via telepon tanggal 26 Oktober 2019 
61 
 
 
 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 
Industri Rumah Tangga yang memproduksi dan mengedarkan 
hasil produksinya tanpa adanya perizinan adalah salah satu  usaha yang 
tidak berpikir panjang dan tidak berusaha untuk mengembangkan 
usahanya lebih baik.  
Dapat diketahui bahwa perizinan memiliki dampak prositif bagi 
isndutri Rumah Tangga tersebut, diantaranya menungkatkan tingkat 
kepercayaan konsumen terhadap barang yang diproduksi. Para konsumen 
percaya bahwa produk tersebut sudah melalui uji laboraturium untuk 
pangan yang layak dikonsumsi. Sehingga konsumen tidak ragu untuk 
membeli dan mengkonsumsi produk tesebut. Begitupun sebaliknya, jika 
tidak adanya izin namun tetap diedarkan, pemerintah tidak dapat 
bertanggung jawab jika ada resiko yang tidak diinginkan seperti 
konsumen mengalami keracunan,dan sebagainya.
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3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpdu Satu Pintu Kabupaten 
Sragen 
Peredaran prosukolahan Industri Rumah Tangga yang tidak 
memiliki perizinan seharusnya memang harus cepat ditanggulangi agar 
terciptanya kondisi yang kondusif, menciptakan daya saing yang 
seimbang antara Indusri Rumah Tangga yang satu dengan yang lainnya 
serta menghindarkan dari resiko buruk yang mungkin terjadi.  
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Berdasarkan Peraturan yang dibuat oleh BPOM dalam rangka 
Produksi dan Peredaran Pangan Oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 
Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang di produksi oleh 
Industri Rumah Tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang ditebitkan oleh 
Bupati/Walikota.
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F. Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sragen 
Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
1. Profil Usaha 
Tabel 1 
Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Telur Asin “Aisyah” Usaha Telur Asin milik bu Aisyah 
berada di Jl. Raya Sragen-Balong  KM. 
12 Sambirejo, Kabupaten Sragen dan 
sudah berjalan sekitar 1 Tahun. Setiap 
minggunya ibu Aisyah mampu 
memproduksi 1500 butir telur asin. Dan 
dipasarkan diberbagai wilayah 
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kecamatan Sambirejo. Kadang kala telur 
asin ibu Aisyah juga sering digunakan 
untuk oleh-oleh. Mengenai legalitas 
produknya sendiri, telur asin ibu Aisyah 
memang belum memiliki izin apapun, 
namun ibu Aisyah tengah mengupayakan 
izin P-IRT nya yang sedang dalam 
proses. Dalam satu minggu usaha ini 
dapat meraih Rp. 3.750.000 dari hasil 
penjualan dan mempunyai  2 karyawan.
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Pangsit “Cuma-Cumi” Pemilik Pangsit “Cuma-cumi” 
adalah seorang Wirausahawan Muda 
yang bernama Damas. Lokasi usahanya 
berada di Jl. Merpati 30 Perum Banjar 
Asri RT. 03 RW. 10 Kelurahan Nglorog 
Kecamatan Sragen dan sudah berjalan 
selama hampir satu tahun ini. Dalam 
keseharian, usaha ini mampu 
menghasilkan puluhan bungkus pangsit 
yang di pasarkan melalui media 
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elektronik atau pesanan dan di pasarkan 
di sekitar kecamatan Sragen sendiri. 
Untuk legalitasnya Pangsit “Cuma-cumi” 
belum memiliki izin apapun. Usaha yng 
memiliki 1 karyawan ini dalam satu 
bulan dapat meraup keuntungan hingga 
Rp.3.000.000 dari hasil penjualan.
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Onde-Onde “Mekar” Industri Rumah Tangga ini berada di 
Jl. Pemuda RT.39 Rw. 10 Grasak, 
Gondang, Sragen dan sudah beroperasi 
sekitar 2 Tahun. Pemiliknya adalah 
seorang ibu Rumah Tangga yang mulai 
berkiprah di dunia usaha sejak 2 tahun 
yang lalu, ia bernama ibu Suparti. Dalam 
kesehariannya ibu Suparti memproduksi 
onde-onde yang kemudian dipasar kan di 
pasar tradisional hingga ke warung-
warung disekitar Kecamatan Gondang. 
Kadang kala ibu suparti juga meerima 
pesanan hingga ribuan onde-onde dalam 
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satu pesanan. Meskipun sudah 2 tahun 
menjalakan usaha, namun onde-onde ini 
belum memiliki izin apapun. Usaha 
inimemiliki 2 Karyawan, akan tetapi jika 
pesanan banyak, pemilik usaha ini akan 
menambah jumlah karyawan yang 
didapat dari tetangga sekitar. Dalam satu 
bulan usaha ini dapat mendapat 
penghasilan rata-rata Rp.3.750.000/ 
bulan.
72
 
 
Brownis “Maha Raya” Olahan Makanan berjenis kue ini 
sudah 2 tahun dijalankan oleh Bapak 
Sumarno dan Istrinya. Berada di Taman 
Asri RT.31 RW.14, Kroyo, Kecamatan 
Karangmalang memudahkan dalam 
proses pemasarannya. Pemasaranyapun 
hanya dititipkan diwarung-warung, akan 
tetapi sudah mampu mecapai warung 
yang berada diluar Kabupaten Sragen. 
Meskipun pemasarannya sudah mencapai 
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luar daerah Sragen, usaha ini belum 
mempunyai izin apapun. Dalam sehari 
bapak Sumarno mampu memproduksi 
puluhan Kotak Brownis yang kemudian 
diantarkan oleh kurirnya ke warung-
warung yang biasa dititipkan. Brownis 
ini dijual dengan Harga Rp. 
25.000/kotak. Dalam sehari usaha ini 
dapat memproduksi sekitar 20 kotak 
dengan memiliki 6 Karyawan. 
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Sari Kedelai “ 5 
Saudara” 
Sari Kedelai yang di produsi Mas Antok 
ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, 
lokasi usaha ini berada dikecamatan 
Sambungmacan Sragen. Dalam 
pemasarannya mas Antok hanya 
berjualan di Pasar Petang Gondang yang 
kemudian di titipkan di Puluhan tukang 
sayur yang biasa mengambil dagangan 
sayur di pasar tersebut. Usaha ini 
memang belum memiliki karyawan 
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namun, dalam sehari mas Antok bisa 
menjual sekitar 100 bungkus sari Kedelai. 
Sehingga dalam seharinya mas Antok 
dapat membawa pulang sebesar Rp. 
85.000/hari. Meskipun Sari kedelai 
mempunyai banyak manfaat, tetapi mas 
Antok masih enggan mendaftarkan 
usahanya agar memiliki perizinan.
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2. Permasalahan dalam perizinan Produk Usaha menurut Para Pelaku Usaha 
Dari ke lima UMKM yang menjadi objek Penelitian, semuanya 
belum memiliki izin P-IRT dengan berbagai alasan yang berbeda : 
Tabel 2 
Masalah Perizinan SPP-IRT pada UMKM 
Usaha Alasan 
 Telur Asin “Aisyah”  Belum Memiliki banyak waktu 
untuk mengurus perizinan 
 
Pangsit “Cuma-
Cumi” 
 Banyak Biaya 
 Tidak banyak waktu  
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 Ribet 
 
Onde-onde “Mekar”  Tidak memiliki banyak waktu 
 Waktu habis untuk produksi 
setiap hari  
 Kurangnya pengetahuan 
mengenai perizinan 
 
Brownis “Maha 
Raya” 
 Ribet 
 Tidak banyak waktu 
 Belum berfikit untuk mendaftar 
perizinan 
Sari Kedelai “5 
Saudara” 
 Kurangnya pengetahuan 
mengenai perizinan 
 Berlum berniat untuk 
mendaftar perizinan 
 Biaya banyak  
 
Dari beberapa pelaku usaha diatas rata-rata mereka beranggapan 
bahwa tidak mempunyai banyak waktu untuk mendaftarkan perizinan 
usaha mereka. 
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BAB IV 
 ANALISIS   
A. Kendala Proses Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) pada 
UMKM di Kabupaten Sragen 
Perizinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu Kegiatan, 
terutama kegiatan Usaha. Di Era yang modern ini, perizinan jelas memegang 
peranan penting dalam dunia Usaha. Dunia usaha tidak akan berkembang 
tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum.  
Dengan adanya izin, seseorang atau pelaku usaha akan mendapatkan 
serangkaian hak dan kewajiban terhadap kegiatan yang diizinkan tersebut. 
Sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan usaha tersebut karena 
adanya hak dari izin yang dimiliki.  
Perizinan P-IRT (Pangan Indutri Rumah Tangga) di era sekarang ini 
dirasa sangat lumrah dimiliki setiap pelaku usaha Rumah tangga untuk terus 
mengembangkan usahanya. Dengan adanya izin P-IRT pelaku usaha 
mendapat hak dan kewajiban yang dapat diambil manfaat untuk usahanya. 
Hak yang diperoleh misalnya berupa nomer P-IRT yang kemudian dapat 
dicantumkan di label produk yang akan dijual, sehingga secara tidak langsung 
memberi opini baik bagi para konsumen bahwa produk yang jual adalah 
produk yang baik dan telah diuji di Dinas Kesehatan Kabupaten. 
Akan tetapi, masih terdapat beberpa pelaku usaha yang enggan 
mendaftarkan usahanya untuk mendpatkan izin dari pemerintah. Hal tersebut 
dikarenakan opini negatif yang sudah ada di diri pelaku sendiri sehingga 
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beranggapan untuk memperoleh izin tidak akan semudah yang dibayangkan 
yang jutru nantinya akan menjadi masalah pada usahanya sendiri. Adapun 
masalah perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) pada UMKM di 
Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
1. Tidak Banyak Waktu 
Bagi sebagian besar pelaku Usaha di Kabupaten Sragen yang 
enggan mendaftarkan izin usahanya dikarenakan kurangnya waktu 
yang mereka miliki untuk mengurus proses perizinan tersebut.  
Menurut Ali Ahmadi, kepala seksi SDM Kesehatan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sragen mengatakan bahwa proses perizinan 
memang lama. Dimulai dari Lamanya waktu pada bagian awal 
pendaftaran syarat pengajuan izin P-IRT , dimana pelaku usaha 
diharuskan mengikuti seminar Penyuluhan Keamanan Pangan untuk 
mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Pelaku usaha 
diharuskan mendaftar terlebih dahulu di Dinas Kesehatan untuk dapat 
mengikuti seminar tersebut.Seminar Penyuluhan Keamanan Pangan 
hanya dilakukan beberapa bulan sekali tergantung seberapa banyak 
minat pelaku usaha yang ingin mengikut seminar. Jika yang ingin 
mngikuti seminar masih tergolong sedikit, Dinas Kesehatan akan 
menunggu sampai kuota peserta seminar terisi penuh. Hal tersebut 
yang dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya.
75
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Setelah proses pendaftaran seminar selesai, peserta akan 
menunggu hingga pihak Dinas Kesehatan memberi kabar jadwal 
seminar yang akan dilaksanakan lewat telepon ke pelaku usaha. 
Seminar dilakukan umumnya berlangsung dari jam 09.00 WIB sampai 
dengan jam 15.00 WIB tergantung pada seberapa banyaknya materi 
yang akan disampaikan. 
Hal inilah yang sering dianggap pelaku usaha bahwa proses 
perizinan memakan waktu hingga seharian, padangan pelaku usaha 
waktu sehari tersebut akan lebih bermanfaat untuk melakukan 
produksi daripada mengikuti Seminar.
76
 Inilah yang menjadi opini 
negatif dikalangan pelaku Usaha. 
Langkah Selanjutnya setelah mengikuti seminar penyuluhan 
Keamanan Pangan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang 
kemudian peserta data melakukan uji kelayakan Pangan di Lab Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota. Proses uji kelayakan pangan ini biasanya 
menelan waktu 1-2 minggu tergantung produk yang di ujikan.
77
 
Dalam waktu 1-2 minggu tesebut hasil uji kelayakan pangan akan 
keluar, jika hasilnya layak, maka pelaku usaha dapat membawanya 
beserta berkas lainnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota untuk mengajukan 
perizinan. 
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Setelah proses pengajuan izin diterima, langkah selanjutnya pihak 
DPMPTSP akan menugaskan tim survey lapangan untuk melihat 
kondisi lokasi dan sarana prasarana yang digunakan dalam produski 
usaha tersebut. Lama tidaknya proses ini tergantung pada urutan 
pendaftaran pengajuan izin P-IRT.
78
 
Setelah proses survey lapangan selesai, Jika hasil pemeriksaan 
sarana produksi menunjukan bahwa IRTP masuk level I-II maka 
diterbitkannya SPP-IRT. DPMTSP akan memberi tahu kepada pelaku 
usaha untuk mengambil sertifikat yang telah diterbitkan. Pengambilan 
ini hanya memakan waktu satu hari atau satu kali datang ke 
DPMPTSP.
79
 
Dari uraian diatas sehingga dapat dikatakan bahwa untuk 
medapatkan SPP-IRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga) 
membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan 
lamanya tergantung pada setiap prosesnya. 
2. Biaya yang dikeuarkan Banyak 
Pelaku Usaha di Kabupaten Sragen beranggapan bahwa untuk 
mendapatkan sebuah SPP-IRT harus mengeluarkan banyak biaya. 
Sesuai dengan Standart Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen untuk penerbitan 
SPP-IRT tidak dipungut biaya. 
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Akan tetapi, ada biaya lain yang dibeban kan pada pelaku usaha, 
diantaranya biaya mengikuti seminar penyuluhan keamanan pangan 
dan biaya uji produk di LABKESDA (Laboraturium Kesehatan 
Daerah). 
Untuk biaya mengikuti seminar Penyuluhan Keamanan Pangan 
disetiap daerah berbeda. Di Kabupaten Sragen, Seminar Penyukuhan 
Pangan biasanya dipungut biaya sebesar Rp 250.000,00,- (Dua Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah) per peserta. 
Uji kelayakan pangan di LABKESDA baiayanya juga bervariasi 
tegantung pada produk yang di ujikan. Tingkat penggunaan jasa 
Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, 
bahan/peralatan yang digunakan, frekuensi dan jangka waktu 
pelayanan yang diberikan.
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Berikut biaya Retribusi di LABKESDA Sragen untuk 
Laboraturium Makanan dan Minuman 
 
N
o 
Jenis 
Pemeriksaan 
Biay
a 
(Rp) 
1. Pengawet  
 a. Borak 25.00
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0 
 b. Formalin 25.00
0 
2.  Pewarna  
 a. Methanyl 
Yellow 
30.00
0 
 b. Rodamin 30.00
0 
3. Pemanis  
 a. Sakarin 30.00
0 
 b. Siklamat 30.00
0 
 
Setelah biaya yang dikeluarkan untuk uji sampel produk di 
LABKESDA. Langkah selanjutnya adalah membawa surat keterangan 
dari LABKESDA beserta berkas lainnya ke Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sragen untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti dan diterbitkannya Sertifikat Pangan Industri Rumah 
Tangga (SPP-IRT). Hal ini tidak dipungut biaya. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa untuk mendapatan nomer PIRT tidak dipungut 
biaya, akan tetapi dalam proses mendapatkan P-IRT tesebut terdapat 
syarat yang dipungut biaya. Besarnya biaya yang dikeluarkan cukup 
terjangkau mengingat pelaku usaha juga akan mendapat serangkaian 
hak dan kewajiban yang dapat menguntungkan usahanya. 
3. Kurangnya Pengetahuan mengenai Perizinan 
Rendahnya tingkat pendidikan dikalangan pelaku usaha Rumah 
Tangga menjadi faktor kurangnya informasi yang masuk, terutama 
mengenai perizinan. Pelaku usaha beranggapan bahwa tidak adanya 
izinpun, mereka masih bisa memproduksi usahanya yang kemudian 
masih dapat dijual dan mendapatkan keuntungan.  
 Pentingnya sebuah izin usaha tidak lagi mejadi pendorong untuk 
mengembangkan usahanya agar berkembang lebih maju. Pelaku usaha 
tidak mengetahui bahwa setelah medapat izin usaha seperti P-IRT, 
pelaku usaha akan mendapat hak dan kewajibannya, seperti misalnya 
hak untuk memasarkan produknya sampai di ranah pasar modern. Jika 
suatu usaha bisa memasarkan produknya lebih luas dipasar modern, 
maka keuntungan yang didapatpun akan semakin besar. Hal tersebut 
yang mungkin tidak diketahui oleh pelaku usaha yang kurang paham 
terhadap perizinan itu sendiri.  
Pemerintah seharusnya lebih serius dalam menanggapi hal ini. 
Langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah 
ini misalnya dengan mengadakan sosialisasi Perizinan di daerah yang  
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belum banyak memiliki izin. Pemerintah bisa mensosialisasikan 
pentinganya suatu izin bagi suatu usaha dan manfaat yang didapat 
melalui izin tersebut.  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen bagian 
Industri sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya produk 
yang layak untuk perekonomian yang lebih maju. Sosialialisasi 
diberikan di mulai pemilihan bahan baku yang baik, pengolahan yang 
benar hingga sosialisasi mengenai manajemen pemasaran yang tepat.
81
   
Tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen pemasaran yang tepat 
harus memiliki izin yang jelas sehingga memiliki kewenangan hukum 
yang jelas pula. Salah satu izin yang dapat dijadikan manajemen 
pemasaran adalah izin P-IRT. Seperti yang telah disebutkan 
diatas,bahwa P-IRT dapat memberikan hak dan kewajiban bagi pelaku 
usaha misalnya hak dapat memasarkan produk ke pasar modern.  
4. Proses Rumit 
Banyak pelaku usaha yang beranggapan proses untuk mendapatkan 
izin sangat lah Rumit. Hal ini dilandasi oleh ketidak tahuan pelaku 
usaha terhadap alur atau proses dalam perizinan itu sendiri. Serta tidak 
ada kemauan untuk mencoba.  
Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya mengenai alur 
atau tatacara permohonan perizinan di Kabupaten/Kota. Prosesnya 
cukup sederhana, dari datang ke Dinas Kesehatan untuk mendaftar 
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Seminar Penyukuhn Keamanan Pangan, mengikuti kegiatan seminar, 
datang ke LABKESDA membawa sampel produk yang akan diujikan 
dan membawa hasil LABKESDA serta berkas lainnya Ke Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten/Kota. 
Selain proses tersebut, proses lainya sudah ditangani atau 
dilakukan oleh pihak pemerintah yang telah diberi hak dan wewenang 
untuk mengurus perizinan tersebut. 
Ketidak pahaman Pelaku usaha kecil mengenai prosedur 
permohonan Perizinan akan menimbulkan opini negative dikalangan 
pelaku usaha lainya. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya pemerintah 
untuk menghapus opini tersebut. Misal dengan mengadakan 
penyuluhan perizinan disetiap daerah yang dinggap membutuhkan 
pengetahuan perizinan yang lebih rinci dan benar.  
Ketidakpahaman ini juga mendorong pelaku usaha enggan 
mengajukan permohoan perizinan sehingga lebih memilih untuk 
menjalankan usahanya tanpa perizinan apapun. 
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Berikut adalah Bagan Alur Proses Penertbitan P-IRT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkas 
Diteliti Prtugas Loket 
Berkas Lengkap Berkas Tidak Lengkap 
Berkas dikembalikan Pemberian Kartu Kendali 
Tidak Perlu Cek 
Lokasi 
Perlu Cek Lokasi 
Penentuan Jadwal 
Berkas 
Dikembalikan 
Memebuhi Syarat Tidak Memenuhi 
Syarat 
 Cek Lokasi 
Pemberian 
Sertifikat 
Penerbitan 
Sertifikat 
Proses di Bidang 
Tanda Terima 
Berkas Masuk 
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B. Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah terhadap Perizinan Pangan Industri 
Rumah Tangga (P-IRT) pada UMKM Kabupaten Sragen 
Dalam Maqãsid Asy-Syarî’ah   Perizinan Pangan Industri Rumah 
Tangga (P-IRT) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan 
kebutuhan Hãjjiyyãt, karena pada dasarnya kebutuhan Hãjjiyyãt adalah 
ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh 
kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan Darûri. 
Al-Hãjjiyyãt bukan ketentuan esensial tetapi kebutuhan yang dapat 
menghindarkan manusia dalam kesulitan dalam hidupnya. Perizinan bukan 
merupakan kebutuhan Darûri melainkan kebutuhan Hãjjiyyãt, apabila 
seorang pelaku usaha tidak memiliki perizinan, pelaku usaha tersebut masih 
bisa menjual produksinya. Begitupun sebaliknya, apabila suatu pelaku usaha 
memiliki perizinan akan membawa manfaat yang baik dan menghindarkan 
dari kesukaran.  
 Kemaslahatan didunia dan diakhirat terbagi menjadi lima unsur 
pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi 
kemaslahatan yang paling utama dalam yang berkaitan dengan perizinan 
Pangan Industri Rumah Tangga adalah memelihara Jiwa, karena hak yang 
utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan 
tidak boleh dihancurkan kemuliaanya dan hak hidup ini berkaitan dengan 
jiwa manusia. Dalam suatu Usaha apabila tidak memiliki izin yang jelas maka 
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidakpercayaannya 
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konsumen karena produk tersebut belum memiliki izin apapun dari 
pemerintah. 
Sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hukum karena 
memasarkan produk usahanya tanpa izin. Jika dalam suatu produk sudah 
memiliki izin P-IRT tentulah sudah melalui proses uji kelayakan produk di 
LABKESDA yang menujukan bahwa layak tidaknya produk tersebut untuk 
dikonsumsi. Begitupun sebaliknya, apabila suatu usaha belum memiliki P-
IRT maka belum melalui prose uji kelayakan pangan. Jika dalam suatu 
produk tidak jelas kualitas dan mutunya hingga dapat menyebabkan 
konsumen megalami hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan sakit 
secara tidak langsung jiwa konsumen akan terancam. Padahal tidak 
diperbolehka hukumnya mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan 
tubuh, mengingat urgensi dari Maqãsid Asy-Syarî’ah  adalah untuk 
memelihara jiwa. 
Selain berkaitan dengan memelihara jiwa, konsep Maqãsid Asy-
Syarî’ah   dalam perizinan Pangan Industri Rumah Tangga terhadap UMKM 
lainyya adalah guna memelihara agama, memelihara akal, memelihara 
keturunan, dan memelihara harta. 
Masalah yang dihadapi para pelaku usaha dalam memperoleh izin P-
IRT hanya pada tingkatan Al-Hãjjiyyãt yaitu  ketentuan hukum yang memberi 
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peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan 
kesukaran guna mewujudkan ketentuan Darûri.
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1. Memelihara Agama 
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas 
beragama Islam, oleh sebab itu sudah pasti apabila produk dari 
UMKM berupa olahan makanan/minuman sebagian besar memiliki 
knsumen yang beragama Islam. Dalam Islam disyariatkan untuk 
memakan dan meminum yang baik. 
Seperti Perintah Allah yang berbunyi : 
                          
Artinya : ”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa 
yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya.”(QS. Al Maidah ayat 88) 
Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memilih  
makanan yang halal dan yang baik.  Tentu yang diperintahkan oleh 
Allah dijamin mendatangkan keuntungan dlam kesehatan, baik 
kesehatan fisik maupun psikis. Kata baik mengarah pada kelayakan 
makannan tesebut, dalam perizinan P-IRT terdapat proses dimana 
makanan tersebut akan diuji kelayakannya. Oleh sebab itu UMKM 
yang sudah memiliki P-IRT udah teruji kelayakannya atau baik untuk 
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dikonsumsi manusia. Namun kata Halal pada ayat diatas tidak 
mengarah pada perizinan P-IRT itu sendiri, karena dalam perizinan P-
IRT belum terdapat uju kehalalan suatu makanan. 
Izin Pangan Industri Rumah Tangga tidak dapat menentukan 
halal tidaknya suatu produk. Akan tetapi hanya menentukan 
layak/tidaknya produk tersebut untuk dikonsonsumsi. 
Dalan tingkatan Hãjjiyyãt, perizinan memiliki kedudukan 
untuk memberi peluang bagi pelaku usaha agar memperoleh 
kemudahan dalam menjalankan usahanya serta dapat terhindar dari 
kesulitan. P-IRT hanya sebagai alternatif keluar dari 
kesulitan/kesukaran. Namun Para pelaku harus tetap memperhatikan 
komposisi yang digunakan dalam pengolahan produk tesebut untuk 
bisa tepernuhinya kelayakan dalam mengkonsumsi produk tersebut. 
Guna memelihara Agama agar tidak melanggar ketentuan Agama 
Islam. 
2. Memelihara Jiwa 
Perizinan P-IRT merupakan jaminan terhadap produk, 
sehingga perizinannya bersifat wajib. Apabila pelaku usaha memiliki 
perizinan, pelaku usaha memberikan perlindungan jiwa terhadap 
konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut. Dalam 
suatu Usaha apabila tidak memiliki izin yang jelas maka akan terjadi 
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hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidakpercayaannya konsumen 
karena produk tersebut belum memiliki izin apapun dari pemerintah. 
Sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hukum karena 
memasarkan produk usahanya tanpa izin. Jika dalam suatu produk 
sudah memiliki izin P-IRT tentulah sudah melalui proses uji 
kelayakan produk di LABKESDA yang menujukan bahwa layak 
tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Begitupun sebaliknya, 
apabila suatu usaha belum memiliki P-IRT maka belum melalui 
proses uji kelayakan pangan. Jika dalam suatu produk tidak jelas 
kualitas dan mutunya hingga dapat menyebabkan konsumen megalami 
hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan sakit secara tidak 
langsung jiwa konsumen akan terancam. Padahal tidak diperbolehka 
hukumnya mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan tubuh. 
3. Memelihara Akal 
Akal merupakan suatu hal yang membedakan manusia dengan 
makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir. Dalam hal ini 
akal berfunsi untuk membantu konsumen dalam memilih suatu produk 
yang sesuai dengan ketentuan. Tanpa akal, konsumen akan kesulitan 
memilih produk yang dijual oleh pelaku usaha. Akal juga mendorong 
pelaku usaha menciptakan makanan/minuman yang baik untuk 
dikonsumsi, sehingga secara tidak langsung juga mendorong pelaku 
usaha untuk melakukan permohonan perizinan sebagai jaminan atas 
kelayakan pangan yang diproduksi. Makanan yang sudah memiliki 
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perizinan P-IRT sudah terjamin kelayakannya. Apabila seseorang 
mengkonsumsi makan atau minuman yang layak. Maka akan 
terpenuhinya kesehatan pada akal manusia.  
Dalam Islam dilarang untuk mengkonsumsi 
makanan/minuman yang memabukkan, sebab hal yang memabukkan 
dapat merusak akal dan pikirang orang yang mengkonsumsinya. 
Konsumen dalam mengkonsumsi makanan diwajibkan untuk memilih 
makanan yang baik dan tidak memabukkan. 
4. Memelihara Keturunan 
Memiliki keturunan yang baik adalah dambaan setiap 
keluarga. Maka kaitannya dengan perizinan adalah pada kelayakan 
makanan atau minuman yang dikonsumsi anak maupun ibu hamil. 
Apabila suatu produk yang sudah memiliki izin dan sudah memenuhi 
standar produk layak dikonsumsi bagi ibu hamil dan anak maka tidak 
diragukan lagi produk makanan atau minuman tersebut tidak akan 
membahayakan keturunan. Mengkonsumsi makanan yang baik bagi 
kesehatan sudah seharusnya dilakukan. Hal tersebut demi menjagad 
dirinya dan keluarga terhindar dari hal-hal yang membahayakan. 
5. Memelihara Harta 
Berkaitan dengan masalah perizinan yang dihadapi pelaku 
usaha mengenai biaya perizinan yang terbilang cukup mahal bagi 
mereka. Apabila pelku usaha tidak segera mengajukan perizinannya, 
hal ini tidak akan berpengaruh pada eksistensi harta mereka. Namun 
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sebaliknya, apabila hal ini dilakukan harta yang mereka kelarkan unuk 
proses perizinan pun akan tetap berfaedah bagi pelaku usaha tersebut. 
Jika suatu usaha sudah memiliki izin P-IRT, maka usaha 
tersebut dapat dikembangkan dalam pemasaran yang lebih luas. 
Sehingga hal tersebut dapat dikatatakan langkah untuk memelihara 
harta. Tetapi bukan dengan mengelabuhi atau menipu orang untuk 
mendapatkan keuntungan.   
 
 
  
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan dan analisis bab IV, fakta-fakta yang terjadi 
dilingkungan pelaku usaha  mengenai masalah perizinan Pangan Industri 
Rumah Tangga (P-IRT) pada UMKM di Kabupaten Syariah, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kendala Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)  pada 
UMM di Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku 
usaha sebagai narasumber, telah diketahui berbagai alasan atau 
masalah yang ada dalam lingkungan pelaku usaha yang masih enggan 
mengajukan permohonan izin P-IRT. Berikut adalah masalah yang 
dihadapi menurut para pelaku usaha : 
a. Tidak Banyak Waktu 
b. Biaya yang dikeluarka Banyak 
c. Kurangnya Pengetahuan mengenai Perizinan 
d. Proses yang Rumit 
2. Pandangan Maqãsid Asy-Syarî’ah terhadap Perizinan Pangan Industri 
Rumah Tangga (P-IRT) 
Sebuah Perizinan sangatlah penring bagi keberlangsungan 
usaha dan para konsumennya. Dengan adanya izin usaha, seorang 
elaku usaha telah mendapatkan izinya untuk memproduksi dan 
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memasarkan produknya. Tentu sudah mendapat sertifikat tentang 
kelayakan pangan yang diproduksi. Sehingga dapat memelihara 
agama dengan menjalankan usaha yang tidak menipu konsumen 
mengenai kelayakan pangannya, dapat memelihara jiwa, keturunan 
dan akal karena produk yang dikonsumsi tidak membahayakan tubuh 
karena telah teruji kelayakannya. Selain itu dapat memelihara harta 
dijalan yang benar karena tidak menipu konsumen dengan cara 
mengelabuhi konsumen. Artinya produk yang dihasilkan benar-benar 
layak dikonsumsi, maka secara tidak langsung akan menimbulkan 
kepercayaan konsumen terhadap produk usaha tersebut 
 
B. Saran 
Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya yang tentunya 
banyak kekurangan mengenai perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-
IRT) maka saran yang harus diperbaiki untuk berbagai masalah yang timbul 
adalah sebagai berikut : 
1. Pelaku Usaha harus mencoba meluangkan waktu untuk mengajukan 
permohonan izin P-IRT agar dapat merasakan bahwa proses perizinan 
tidaklah selama yang dibayangkan.  
2. Pelaku usaha mecoba mencari informasi kepada rekan, keluarga atau 
pelaku usaha lain yang sudah mendapatkan Sertifikat Pangan Industri 
Rumah Tangga (SPP-IRT) mengenai proses perizinan tesebut.  
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3. Pelaku usaha senantiasa menciptakan produksi yang layak dikonsumsi 
bagi setiap orang agar terciptanya lima unsur pokok Maqãsid Asy-
Syarî’ah yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 
4. Diperlukannya Peran pemerintah untuk melakukan sosialisai mengenai 
pentingnya izin usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat 
memahami betapa pentingnya izin usaha tersebut sehingga banyak 
pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan izin usaha 
5. Diperlukan peran pemerintah dalam pengawasan peredaran produk 
pangan. Dan memberikan sanksi bagi setiap usaha yang mengedarkan 
produk pangan secara illegal atau belum mendapat izin edar.
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